
BUPATI LUWrU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR ;

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 50 TAHUN 2013

TANGGAL 31 DESEMBER 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebagai dukungan terhadap program nasional melalui penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional yang dimulai sejak 1 Januari 2014, maka perlu untuk mengalokasikan dan menyesuaikan anggaran
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2014;

b. bahwa dalam rangka penerimaan pendapatan dan pengalokasian belanja pelayanan kesehatan program BPJS, maka perlu dilakukan
perubahan dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, maka pelaksanaannya perlu dilakukan dengan mengadakan perubahan terhadap DPA
Pendapatan dan DPA Belanja Langsung Dinas Kesehatan, yang ditetapkan dengan Peratiuan Bupati Luwu.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



"?5S
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66.Tambatian Lembaran Negai^epiIblTk tad^nesia
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437i'sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahim 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

0. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BadanPenyelenggara Jaminan Sosial
1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan u'mum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Nomor 4502);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Ne^ra Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 49,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

137,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 139,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4577);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daeah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peramran Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2014;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahim 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 9Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
23. Peraturan Bupati Luwu Nomor 50 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2014;
24. Keputusan DPRD Kabupaten Luwu Nomor 4/DPRD/IV/2014 tentang Persetujuan Atas Pergeseran Anggaran Dinas Kesehatan

Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2014.



Menetapkan PERUBAHAN LAMPIRan PERATTjRA^^B5p?5Tiiftjv5u'̂ 5^SSS!''''5o"^Tr5fSLi«. zds , n , , , .i, niim
TENTANG PENJABAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

I

Pasal 1 f
Menambah jumlah Anggaran Pendapatan Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu pada Rekening Retribusi Pelayanan Kesehatan
sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Menambah jumlah Anggaran Belanja Langsung Dinas Kesehatan Kabupaten Liiwu dengan menambahkan Belanja Langsung pada
kegiatan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat Kabupaten Luwu sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan
Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 50 Tahun 2013 tanggal 31
Desember 2013 tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerahTahunAnggaran 2014.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agarsemua orang dapatmengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan inidengan penetapannya dalam Berita Daerah.

Ditetepkan di Belopa
padat^ggal 28 txil .
BUpixi LUWU,

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 23 .^pril

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

SYAIFUL ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2014 NOMOR • •

ZAKKAR.



PEROBAHAN penjabaran anggaran pendapatan dan BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014 „

URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI

1.02 BIDANG KESEHATAN
1.02.01 DINAS KESEHATAN

U R A I A N

T

KODE

REKENING^
1

4.1

4.1.4

4.1.4.19

4.1.4.19.01

PENDAPATAN DAERAH

PENDAPATAN ASU DAERAH

Lain4.ain Pendapatan Asli Dacrah Yang Sah

DanaKapitasI JKN pada FKTP
Dana Kapitasi JKN FKTP Kab. Luwu

Jumlah Pendapatan

anggaran

"T

3^5,853^

3,385,853.200

3,385,853,200

ANGGARAN

FA^IAI^
_4_

13,385,853,200

13,385,853,200

10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000

13,385,853,200

LEBIH

(KUgyiG)
_5_

10,008,000,000

10,000,000,000

10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000.000

%

T

295.35

295.35

100.00

100.00

100.00

KETERANGAN

T

SuratDirektur Utama BPJS Notnor 0430/111.4/0114. tanggal 21 Januari
2014 tentang Kerjasama penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional

k



URUSAN PEMERINTAHAN

OROANISASI

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELi

1.02 BIDAN6 KESEHATAN

1.02.01 DINAS KESEHATAN

TAHUN ANGGARAN 2014

KODE

REKENIN6
U R A 1 A N ANGGARAN

ANGGARAN

FARSIAL

LEBIH

(KURANG)
%

1 2 3 4 6 6

6 BELANJA 63.122.964.928 63.122.984.928 10.000.000.000 18,8

5,2 BELANJA LANGSUNO 23.910.607.700 33.910.607.700 10.000.000.000 41.8

6.2.2 BELANJA BARANO DAN JASA 16.706Ji61.700 26.706.261.700 10.000.000.000 63,6

6.2.2.03

6.2.2.03.40

Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

3.386.863.200

3.386.863.200

13.386.863.200

13.386.653J!00

10.000.000.080

10.000.000.000

100,0
100,0

Jumlah B^ai^a 63.122.984.928 63.122.984.928 10.000.000.000 18,8


